GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 22 TAHUN 2004

TENTANG

MEMBERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS KEPUTUSAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 69 TAHUN 2004 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR
PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ( PKB ) DAN BEA BALIK NAMA
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KENDARAAN BEERMOTOR ( BBN-KB )
TAHUN 2004

GUBERNUR LAMPLNG,

batwa dengan ditetapkanmya  Keputusan  Menteri  Dalam MNegeri
MNamor 82 Tahun 2004 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak
K.endarean Bermotor dan Bea Balik Mama Kendaraan Bermotor Tahun
2004 maka uniuk pelaksanaannya ol Proping Lampung periu diatur
dengan Keputusan Gubemur ;

- banwa unilk pelaksanaan maksud huruf a tersebul dialas dan sesual

ketentuan Pasal 7 Keputissan Menteri Dalam MNegeri  Nomor 82 Tahun
2004, dipandang perly memberlakukan secara Mutatis  Mutandis
Keputusan Menteri Dalam Megeri  MNomor 89 Tahun 2004 tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan bemnotar [ PXEB ) dan
Bea Baiik Mama Kendaraan Bermotor { BBN-KB ) Tahun 2004 dan
menetapkannya dengan Keputusan Gubermur Lampung |

. Undang - undang Momor 14 Tahun 1964 tentang Pembertukan

Draerah Tingkat | Lampung;

. Undang —undang MNomor 14 Tahun 1882 tentang Lale Lintas

dan Angkutan Jalan,

. Undang — undang Nomor 22 Tahun 1999 tertang Femerintanan Daerah;
. -Undang-undang Nomor 25 Tahun 1399 tentang Penmbangan Ketangan

arntara Pemenntan Pusat dan Daerah;

. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Deerah dan
Retnbusi Daerah;

. Peraturan Pemerintan Momor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan

Engemudi;

. Peraturan Pemerintah Momor 25 Tahun 2000 tentang Kewenarnigan

Pemerintah dan Kewenangan Propins/ sebagat Dasrah Otonom;

. Peraturan Pemerintah Momar 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

. Peraturan Pemaerintah Nemor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daesrah;
_ Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomaor 17 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Omganisasi dan Tata Kera Dinas Propinsi Lampung:
Paraturan Daerah Fropinsi Lampung Momor 1 Tahun 2002 tentang Pajak
Kendaraan Bermotor ( PKB )Y,

Peraturan Dasrah Propinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2002 tenlang Bea
Balik Nama Kendaraan Bemmafor { BBN-KB );

Perafuran Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahum 1991 tentang
Pedoman Pemungutan Pajak Kendaraan Bemmotor,

. Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 4 Tahun 1991 tentan Pedoman

Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bemmotor



Menetapkan :

3 Swat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik indonesia,
Direktur Jenderal Pemenntahan Umum dan Otonomi Daerah, dan
Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor SkepO80¢1999
Nomor 873-1228, Momorn SKERPDZ2Y1999 tentang Pedoman Tata
Laksana Sislern Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap Dalam
Fenerban Surat Tanda MNomor Kendarsan Bermcior, Surat Tanda
Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda
Coba Kendarsan Bemmotor Dan Pemungulan Pajak Kendaraan
Bemnotor, Bea Baiik MNama Kendargan Bermotor Seria Sumbangan
Walib Dana Kecelakaan Lalulintas Jalan;

4 Kepulusan Menteri Dalam MNeger Momor 88 Tehun 2004 temtang
Fenghitungan DOasar  Pengenaan FPajak  Kendaraan Bemmnotor
dann Bea Balk Nama Kendaraan Bermotor Tabun 2004,

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG
MEMBERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 69 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR(FPKB) DAN BEA BALIK NAMA HKENDARAAN
BERMOTOR (BEBN-KB) TAHUN 2004

Pasal 1

Memberlakukan secara Mutatis Mutandis Keputusan Menterl Dalam MNegerl
Momor B9 Tahun 2004 tentang Penghitungan Dasar  Pengenazn
Pajak  Hendarmsan Bemmotor dan Bea Balk MNama HKendaraan
Bermotor Tahun 2004 di Propinsi Lampung.

Fasal 2

Melimpahkan wewenang kepada Kepala Qinas Pendapatan Propinsi Lampung
untuk menetapkan Dasar Fengenaan Pajak Kendaraan Bemmotor (PKE), Bea
Balik Mama Kendaraan Bermotor (BEN-KB) dan Pajak Wendaraan Bemmoty
(PKB), Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Alat-Alat Berat dan Besar yang
belum  tereanfurn  dalarn Lampiran Keputusan  Menteri Dalam MNegeri
MNomaor 69 Tahun 2004

Paszal 3

(1} Penghitungan Dass: Pengenaan Pajpk Kendaraan Bemnotor { PKB )Y
merJpakan perkalian dar dua unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan
Bermotor dan Bobot yang memcemminkan: secara relatif kader kerusakan
jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bemotor.

(2) Cazar Pengenasn Bea Balik Nama Kendaraan Bermolor | BBNKE ) adalah
Phtal Jusl Kendaraan Bermotaor,

{2) Bobot untuk menghitung dasar pengenaan PKES, ditetapkan sebagai berikut ;

a. Uniuk kendaraan Bemotor seperti Sedan, Jeep Mintbus, Micrcbus, Bus,
Sepeda Motor dan sejenisnya tlemmasuk Alat-slat Berat den Besar dengan
Bobot sebesar 1,00

[z Mobil Barang f Beban, sebesar 130



Pasal 4

Hal — hal vang belum diatur dalam  Keputusan ini sepanjiang mengenai
pelaksanaannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan  yang
beriaku,

fFasal £

Dengan bedabkumya Kepulusan ini, maka Keputusan Gubernue Lampung Momor
19 Tahun 2003 tanggal 25 Sepiembrer 2003 tentang Memberiakukan Secara
Mutatis Mutandis Keputusan Menteri Dalam MNeget MNomor 15 Tahun 2003
tanggal 15 Apnl 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Mama Kendaraan Bemotor Tahun 2003 dan semus
kebijakan Daeran yang mengatur ralari yang sama atau berentangan dengan
keputusan ini di nyatakan tidak berlaku lag.

Fazal B

Keputusan ini mulal beraku selak tanggal ditetapkan dengan keteptuan apabila
dikemudian han termyata terdapat kekeliruan dalam Kepubusan ini akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal 29 -7 - 2004

GUBERNUR LAMPUNG

dto

SJACHROEDIN, Z.P



